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Abstrak

Sektor ketenagalistrikan merupakan salah satu cabang produksi penting bagi negara
dan memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Meng-
ingat pentingnya usaha ketenagalistrikan, maka diperlukan perencanaan yang baik
dan matang untuk dapat menyelenggarakan penyediaan tenaga listrik sesuai dengan
standar keberlanjutan energi, yang terdiri dari aspek keamanan energi, ekuitas ener-
gi, dan keberlanjutan lingkungan hidup. Tulisan ini mencoba untuk mengkaji sejauh
mana aspek perlindungan lingkungan hidup telah diakomodir dalam perencanaan
ketenagalistrikan di Indonesia. Tulisan ini memiliki kesimpulan bahwa kegiatan kete-
nagalistrikan di Indonesia terhitung terlambat untuk mengintegrasikan pertimbangan
terkait lingkungan, khususnya daya dukung dan daya tampung lingkungan, dalam
substansi perencanaan tersebut. Tulisan ini melihat bahwa terdapat instrumen pen-
cegahan yang seharusnya dapat lebih dioptimalkan untuk mengakomodir integrasi
pertimbangan lingkungan hidup, yakni melalui Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
Kata Kunci: ketenagalistrikan, KEN, RUEN, RUKN, RUPTL, Daya Dukung dan Daya
Tampung, KLHS

Abstract

Electricity sector is one of the important sectors of production in Indonesia and has an im-
portant role in achieving national development goals. Considering the importance of electricity
business, planning phase shall be well-design in accordance with energy sustainability stan-
dards, which consist of energy security, energy equity, and environmental sustainability. This
paper examines to what extent environmental protection has been accommodated in electricity
planning in Indonesia. This paper concludes that environmental consideration is too late to
be considered in the Indonesian electricity business, especially the carrying capacity of the en-
vironment. This paper sees that the prevention instrument that could be optimized to accom-
modate such integration is Strategic Environmental Assessment.

Keywords: Electricity, National Energy Plan, General Energy Plan, National Electricity
Plan, Electricity Business Plan, carrying capacity, Strategic Environmental Assessment.

! Penulis adalah peneliti di Indonesian Center for Environmental Law (ICEL).
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I. Pendahuluan

Sektor ketenagalistrikan merupakan
salah satu isu strategis yang menjadi fo-
kus Pemerintah Indonesia, setidaknya
dalam lima tahun terakhir. Sektor ini se-
makin dinilai strategis sejak ditetapkan-
nya proyek pengembangan pembangkit
listrik sebesar 35.000 MW yang dicanang-
kan dari masa awal kepemimpinan Presi-
den Joko Widodo.? Di satu sisi, sektor ini
memang perlu diprioritaskan mengingat
sektor ketenagalistrikan sangat diperlu-
kan untuk memenuhi kebutuhan dasar
masyarakat, yakni akses terhadap energi
dan elektrifikasi®. Namun, perlu digaris
bawahi bahwa adanya percepatan pem-
bangunan untuk memenuhi kebutuhan
ini tentu perlu dilakukan dengan mem-
perhatikan kelestarian fungsi lingkung-
an.*Sayangnya, di tengah pembangunan
infrastruktur ketenagalistrikan secara
masif, perlindungan dan pengelolaan

lingkungan hidup cenderung diabaikan.

Setidaknya sejak 2016, berbagai gugatan
terhadap izin di sektor lingkungan hi-
dup’ kerap dilayangkan oleh masyarakat
yang terdampak terhadap pengembang-
an infrastruktur ketenagalistrikan terse-
but. Secara umum, permasalahan yang
dihadapi adalah pengembangan infra-
struktur ketenagalistrikan justru dapat
memperparah laju pencemaran dan ke-
rusakan lingkungan hidup, dan Amdal
sebagai salah satu instrumen pencegah-
an telah gagal mengidentifikasi potensi
dampak tersebut secara cermat dan ho-
listik.®

Melihat peningkatan laju kerusak-
an sumber daya alam dan pencemaran
lingkungan ini dan lemahnya efektivi-
tas Amdal, Kementerian Lingkungan
Hidup (2007) menyatakan bahwa seca-
ra umum seharusnya hal ini dapat dia-
tasi dengan mengoptimalkan instrumen
pencegahan perlindungan dan pengelo-

laan lingkungan hidup lebih awal, yakni

2 Anggapan bahwa tenaga listrik termasuk dalam kegiatan yang bernilai strategis nasional berang-
kat dari penafsiran Pasal 33 ayat (2) UUD Tahun 1945 yang menyatakan bahwa tenaga listrik termasuk
dalam cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dan
dikuasai negara. Lihat Badan Pembinaan Hukum Nasional, “Laporan Akhir Kelompok Kerja Analisis dan
Evaluasi Hukum Terkait Ketenagalistrikan”, (BPHN: Jakarta, 2018), hlm. 3.

* Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, pada 2014 rasio elektrifikasi
Indonesia baru mencapai 84,3% dan ditargetkan mendekati 100% pada 2020.

* Indonesia (a), Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan, UU No. 30 Tahun 2009, LN No. 133 Tahun
2009, TLN No. 5052, ps. 2 ayat (1) huruf h. Bahwa yang dimaksud dengan asas kelestarian fungsi ling-
kungan adalah penyelenggaraan penyediaan tenaga listrik harus memperhatikan kelestarian fungsi
lingkungan hidup dan lingkungan sekitar.

® Izin di sektor lingkungan hidup yang dimaksud di sini meliputi izin lingkungan, izin pinjam pa-
kai Kawasan hutan, maupun izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun

¢ Disarikan dari beberapa Putusan terkait dengan Gugatan terhadap Izin Lingkungan Pembang-
kit Tenaga Listrik, termasuk: a) Putusan No. 148/G/LH/2017/PTUN-BDG; b) Putusan No. 90/G/
LH/2017/PTUN-BDG,; c) Putusan No. 2/G/LH/2018/PTUN.DPS

160



Grita Anindarini Widyaningsih

Urgensi Penerapan Pertimbangan Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Perencanaan
Ketenagalistrikan di Indonesia

dengan mengintegrasikan kepentingan
lingkungan hidup pada saat pengam-
bilan keputusan yang strategis, yakni
pada tataran kebijakan, rencana, atau
program.” Dalam tahap ini, aplikasi Ka-
jian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
menjadi penting karena Amdal sebenar-
nya terlampau terlambat untuk meng-
kaji dampak lingkungan hidup. Hal ini
mengingat jangkauan Amdal adalah
untuk usaha dan/atau kegiatan yang
berada di hilir, sementara KLHS menco-
ba untuk mengkaji dampak lingkungan
hidup dari hulu perencanaan. Untuk itu,
KLHS dilihat sebagai instrumen yang
dapat memberikan peringatan dini akan
fenomena kumulatif dampak dan mem-
berikan alternatif pilihan untuk pengem-
bangan sebuah kebijakan.® Sehingga, ke-
tika kebijakan atau rencana tersebut di-
implementasikan dapat mencegah tim-
bulnya proyek-proyek yang justru dapat
memperparah kerusakan sumber daya

alam dan pencemaran lingkungan.

Berangkat dari hal tersebut, tulisan
ini bertujuan untuk mengkaji dua hal,
yakni: 1) bagaimana pertimbangan ling-
kungan hidup telah dipertimbangkan
dalam perencanaan ketenagalistrikan di
Indonesia? serta 2) bagaimana peluang
dan tantangan apabila KLHS digunakan

sebagai instrumen untuk mengkaji dam-

pak lingkungan hidup dari usaha kete-
nagalistrikan?. Untuk dapat menjawab
hal tersebut, dalam bagian kedua tulisan
ini membahas tentang apa saja dokumen
perencanaan ketenagalistrikan di Indo-
nesia dan bagaimana masing-masing
dokumen perencanaan ketenagalistrikan
ini memiliki dampak penting terhadap
lingkungan hidup. Adapun bagian ke-
tiga dari tulisan ini membahas tentang
sejauh apa pertimbangan lingkungan
hidup telah diintegrasikan dalam do-
kumen perencanaan ketenagalistrikan
di Indonesia. Selain itu, bagian keempat
dari tulisan ini mencoba untuk melihat
tantangan dan peluang apabila KLHS se-
bagai salah satu instrumen pencegahan
di tingkat Kebijakan, Rencana, dan Pro-
gram akan digunakan dalam perencana-

an ketenagalistrikan di Indonesia.

II. Perencanaan Ketenagalistrikan
di Indonesia dan Dampaknya
Terhadap Lingkungan

A. Dokumen Perencanaan Ketena-
galistrikan di Indonesia

Pada dasarnya, usaha penyediaan
tenaga listrik untuk kepentingan umum
perlu dilaksanakan berdasarkan Renca-
na Umum Ketenagalistrikan dan Ren-
cana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik.’

Namun, mengingat pembangunan kete-

7 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Naskah Kebijakan KLHS: Mengarusutamakan Pem-

bangunan Berkelanjutan, (KLHK: Jakarta, 2007), hIm. 2

8 Ibid., hlm. 6.

? Indonesia (b), Peraturan Pemerintah tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, PP No. 14
Tahun 2012, LN No. 28 Tahun 2012, TLN No. 5281, ps. 8.
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nagalistrikan termasuk salah satu ben-
tuk pemanfaatan sumber daya energi,'
maka sinkronisasi antara rencana di sek-
tor ketenagalistrikan dengan rencana di
sektor energi sangat diperlukan untuk
mencapai perencanaan ketenagalistrikan
yang merata, andal, dan berkelanjutan.
Adapun rencana di sektor energi terse-
but meliputi Kebijakan Energi Nasio-
nal (KEN) serta Rencana Umum Energi.
Oleh karena itu, perencanaan ketena-
galistrikan di Indonesia terdiri dari bebe-
rapa dokumen berikut:

1. Kebijakan Energi Nasional (KEN).
Kebijakan ini telah disahkan dalam
Peraturan Pemerintah No. 79 Tahun
2014 tentang Kebijakan Energi Nasi-
onal (selanjutnya disebut sebagai PP
No. 79 Tahun 2014)." Hal penting
yang ada di dalam kebijakan ini me-
liputi, ditetapkannya target bauran
energi Indonesia pada 2025 dan 2050.
Kebijakan inilah yang pada akhirnya
melahirkan adanya target bauran
energi di Indonesia meliputi: a) Mini-
mal 23% energi baru dan terbarukan
pada 2025 dan 31% pada 2050; b) Mi-

nimal 30% penggunaan batubara

1 Indonesia (a), Op.Cit., ps. 6.

pada 2025 dan minimal 25% pada
2050; c) Minimal penggunaan gas
bumi pada 2025 serta 24% pada 2050;
serta d) Penggunaan minyak bumi
kurang dari 25% pada 2025 dan ku-
rang dari 20% pada 2050.'>

Rencana Umum Energi. Perencana-
an ini merupakan penjabaran lebih
detail atau berisi peta jalan tentang
bagaimana mencapai target-target
yang telah ditetapkan dalam KEN se-
belumnya. Rencana umum energi ini
perlu ditetapkan dalam skala nasio-
nal, provinsi, serta kabupaten/kota."
Secara nasional, Rencana Umum
Energi Nasional telah disahkan da-
lam Peraturan Presiden Nomor 22
Tahun 2017 tentang Rencana Umum
Energi Nasional (Perpres No. 22 Ta-
hun 2017). Berkaitan dengan sektor
ketenagalistrikan, hal penting yang
patut dilihat dalam RUEN maupun
RUED ini adalah bagaimana rencana
penyediaan kapasitas pembangkit
listrik per-sumber energi, per provin-
si dan per tahun. Adapun RUEN ini
ditetapkan sebagai rujukan dalam

penyusunan Rencana Umum Kete-

! Indonesia (c), Peraturan Pemerintah tentang Kebijakan Energi Nasional, PP No. 79 Tahun 2014, LN

No. 300 Tahun 2014, TLN No. 5609, ps. 30.
12 Ibid., ps. 9.

B Presiden Republik Indonesia (a), Peraturan Presiden tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum
Energi Nasional, Perpres No 1 Tahun 2014, LN No. 11 Tahun 2014, ps. 3.

4 Presiden Republik Indonesia (b), Peraturan Presiden tentang Rencana Umum Energi Nasional, Per-
pres No. 22 Tahun 2017, LN No. 43 Tahun 2017, lihat lampiran I hlm. 70, lampiran I hlm 73, lampiran I

hlm. 75.
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nagalistrikan serta Rencana Usaha

Penyediaan Tenaga Listrik."

Rencana Umum Ketenagalistrikan.
Secara nasional, rencana ini disusun
oleh Kementerian Energi dan Sum-
ber Daya Mineral, dikonsultasikan
kepada Dewan Perwakilan Rakyat
(DPR), dan ditetapkan dalam bentuk
Keputusan Menteri.'®” Saat ini,
RUKN telah ditetapkan dalam Kepu-
tusan Menteri ESDM No. 143 K/20/
MEM/2019 tentang Rencana Umum
Ketenagalistrikan Nasional Tahun
2019 sampai dengan Tahun 2038
(Kepmen ESDM tentang RUKN). Se-
lain itu, di tingkat Daerah, Rencana
Umum Ketenagalistrikan Daerah
(RUKD) hanyalah perlu disusun di
tingkat provinsi. Hal penting dari
Rencana Umum Ketenagalistrikan
ini adalah penetapan kebutuhan te-
naga listrik per daerah, misalnya ter-

kait kebutuhan tambahan kapasitas

15 Ibid., ps. 3 ayat (1).

per tahun, proyeksi pertumbuhan
konsumsi listrik per kapita, serta
proyeksi tenaga listrik (Netto)."
RUKN dan RUKD ini diperlukan se-
bagai bahan penyusunan Rencana
Usaha Penyediaan Tenaga Listrik
(RUPTL).”

Rencana Usaha Penyediaan Tenaga
Listrik (RUPTL). Rencana ini disu-
sun oleh badan usaha yang ingin
mengajukan usaha distribusi, usaha
penjualan, serta penyediaan tenaga
listrik terintegrasi.® RUPTL disah-
kan oleh Menteri, Gubernur, atau
Bupati/ Walikota, sesuai dengan ke-
wenangannya masing-masing.”! Saat
ini, rencana ketenagalistrikan di In-
donesia sebagian besar masih meng-
acu kepada RUPTL milik PT. PLN
(Persero) dan disahkan oleh Menteri
ESDM. Hal ini dikarenakan dari tar-
get penambahan 76 GW pembangkit
listrik hingga 20282, 56 GW pem-

16 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (a), Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Ketenagalistrikan, Permen ESDM No. 24 Tahun 2015, ps. 7
ayat (1) jo. 7 ayat (2).

7 Indonesia (a), Op.Cit., ps. 5 ayat (1) huruf e. Dalam pasal disebut memang tidak secara ekspli-
sit dijelaskan bahwa Rencana Umum Ketenagalistrikan disahkan dalam bentuk Keputusan Menteri.
Sekalipun begitu, pasal tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Pusat memiliki kewenangan dalam
penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan. Adapun berdasarkan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Per-
adilan Tata Usaha Negara, penetapan yang dikeluarkan oleh Badan Usaha Negara lazimnya berbentuk
sebuah Keputusan.

8 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (b), Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
tentang Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2038, Kepmen ESDM
No. 143 K/20/MEM/2019, lampiran IV

9 Indonesia (b), Op.Cit., ps. 14.

2 Jbid., ps. 13 ayat (6).

2 Ibid., ps. 14 ayat (2).

2 Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (b), Op.Cit., hlm. 267.
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bangkit akan dibangun di wilayah
usaha PT. PLN (Persero).” Selain itu,
20 GW akan dibangun di wilayah

usaha 50 badan usaha lain yang ter-

bangkit listrik, beserta detail proyek
yang akan dibangun, yang meliputi
kapasitas pembangkit listrik serta
rencana tahun operasi.

sebar di seluruh Indonesia.** Hal Secara singkat, berikut adalah hu-

penting yang menjadi sorotan dalam
RUPTL adalah bahwa RUPTL telah

menetapkan indikasi lokasi proyek

bungan antara keseluruhan dokumen
dalam perencanaan ketenagalistrikan

tersebut:
ketenagalistrikan, khususnya pem-

Alur perencanaan ketenagalistrikan

Kebijakan Energi Nasional
(PP 79 Tahun 2014)
Menjadi dasar penyusunan

a) ps.30PP79/2014
b) Ps.8PP23/2014

Sebagai rujukan
(ps. 3 (1) Perpres No. 22 Tahun 2017)

Rencana Umum
Ketenagalistrikan Nasional*

Mengacu pada
(ps. 11 Permen ESDM No.
24/2015)

Rencana Umum Energi
Nasional (Perpres 22/2017)

Sebagai pedoman
(ps. 3(2) Perpres No. 22
Tahun 2017)

Rencana Umum
Ketenagalistrikan Daerah
Provinsi

Menjadi rujukan
‘ Rencana Umum Energi Sebagai ruiuk a) DraftRUKN
ebagai rujukan
Daerah (Perda) b)  RUPTL
: (ps. 3£Perpres No. H_Tahun 2017) W RUPTL Memperhatikan
Ps. 14, (PP
2 14/2012)

Gambar 1. Alur Perencanaan Ketenagalistrikan di Indonesia
(Sumber: diolah oleh Penulis)

# Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (c), Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
tentang Pengesahan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Tahun
2019 Sampai Dengan Tahun 2028, Kepmen ESDM No 39 K/20/ MEM /2019, Diktum Kedua.

# Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (b), Op. Cit., hlm. 30.
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B. Dampak Perencanaan Ketenaga-
listrikan Terhadap Lingkungan

Adanya dokumen-dokumen peren-
canaan ketenagalistrikan tersebut men-
jadi landasan dari dibangunnya proyek
ketenagalistrikan di Indonesia saat ini.
Sayangnya, pengembangan proyek ke-
tenagalistrikan di Indonesia yang saat
ini tengah dilakukan secara masif justru
akan semakin memperparah laju pence-
maran dan kerusakan lingkungan hidup.
Berikut adalah dampak-dampak yang
ditimbulkan dari pengembangan infra-

struktur ketenagalistrikan di Indonesia:

1. Meningkatnya Risiko Perubah-
an Iklim

Substansi penting dalam perencana-
an ketenagalistrikan di Indonesia yang
berpengaruh terhadap peningkatan risi-
ko perubahan iklim adalah adanya ke-
putusan untuk memilih sumber energi
apa yang akan dijadikan tumpuan dalam
pengembangan pembangkit listrik hing-
ga tahun mendatang. Kebijakan Energi
Nasional (KEN) mengamanatkan bauran
energi primer pada 2025 adalah minimal
23% Energi Baru Terbarukan, minyak
bumi kurang dari 25%, batu bara mini-
mal 30% dan gas bumi minimal 30%.%
Hal ini kemudian diejawantahkan dalam

indikasi pengembangan kapasitas pem-

» Indonesia (b), Op.Cit., ps. 9.

bangkit listrik per sumber energi per
provinsi yang ada dalam RUEN. Lebih
lanjut, dalam RUPTL PT. PLN (Perse-
ro)-pun menargetkan bauran energi di
akhir tahun 2025 adalah batubara sekitar
54,6%.

Hal yang patut digarisbawahi ada-
lah bahwa adanya target penggunaan
batubara yang cukup tinggi ini memiliki
dampak terhadap meningkatnya risiko
perubahan iklim. Pada 2015, Kemente-
rian Energi dan Sumber Daya Mineral
(ESDM) telah menginventarisasi dan
menemukan bahwa emisi pembangkit
listrik berkontribusi 175.6 juta ton CO_e
atau 67 % dari total emisi di sektor energi
karena tingginya penggunaan batuba-
ra.*® Diprediksi, pada tahun 2028 kon-
tribusi emisi dari PLTU batubara akan
meningkat hingga dua kali lipat dan me-
nyebabkan emisi yang dihasilkan dari
sektor ketenagalistrikan mencapai 351.3

juta ton COe.”

2. Adanya Kerusakan, Kemerosot-
an, dan/atau Kepunahan Keane-
karagaman Hayati

Adanya dampak terhadap kerusak-
an, kemerosotan, dan/atau kepunahan
keanekaragaman hayati pada dasarnya
dapat terjadi sebagai akibat dari pe-

milihan prioritas sumber energi yang

% Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, “Data Inventory Emisi Gas Rumah Kaca Sektor
Energi, Kementerian ESDM, 2016”, https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-data-

-inventory-emisi-grk-sektor-energi-.pdf

¥ Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (c), Op.Cit.
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akan dikembangkan di suatu provinsi
sebagaimana tercantum dalam Rencana
Umum Energi dan RUPTL, dan dikait-
kan dengan penetapan indikasi lokasi
pembangkit listrik.

Sebagai contoh, dalam RUPTL PT.
PLN (Persero) 2019 - 2028 terlihat bah-
wa untuk pengembangan Energi Baru
Terbarukan akan lebih banyak bertum-
pu pada Pembangkit Listrik Tenaga Air
(PLTA) skala besar. Adapun pengem-
bangan PLTA ini sendiri memiliki berba-
gai dampak, khususnya terkait dengan
ekosistem flora dan fauna di daerah hulu
dan hilir PLTA tersebut.®® Dengan sistem
kerja PLTA yang mengharuskan adanya
penutupan aliran air dalam dam secara
sementara, kemudian dilepaskan kem-
bali pada saat dibutuhkan, hal ini dapat
mengubah pola kehidupan flora dan fa-
una yang bergantung pada aliran air ter-
sebut.”” Berbagai penelitian telah mem-
buktikan bahwa hal ini akan berakibat
kepada kematian ikan secara massal ke-
tika adanya migrasi secara mendadak ke
hilir.*® Selain itu, flora-flora yang ada di

zona riparian akan terancam keberlang-

sungan hidupnya saat air dilepaskan dan
menyebabkan banjir di kawasan hilir.

3. Adanya Peningkatan Alih Fung-
si Lahan

Terkait dengan poin ini, adanya alih
fungsi lahan dari perencanaan ketena-
galistrikan juga kerap dipengaruhi oleh
pemilihan lokasi infrastruktur ketena-
galistrikan yang akan dibangun, khu-
susnya pembangkit. Contohnya adalah
risiko peningkatan alih fungsi lahan per-
tanian. Terkait dengan lahan pertanian,
berdasarkan UU No. 41 Tahun 2009,
menetapkan bahwa terdapat lahan per-
tanian yang dapat dilindungi dan dila-
rang dialihfungsikan, yakni lahan per-
tanian berkelanjutan.” Namun, terdapat
pengecualian dalam hal untuk kepen-
tingan umum, Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan tersebut dapat dialihfung-
sikan.® UU ini justru menjadikan kegi-
atan yang berkaitan dengan kepenting-
an umum dapat dijadikan alasan untuk
pengalihfungsian, salah satunya adalah
pembangunan pembangkit dan jaringan
listrik.** Adapun contoh alih fungsi lahan

% Mark Commerford, Hydroelectricity: The Negative Ecological and Social Impact and the Policy that
Should Govern it, Energy Economics and Policy, 2011, hlm. 9.

» Ibid.
30 Ibid.

3 Indonesia (d), Undang-Undang tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, UU No. 41 Tahun
2009, LN No. 149 Tahun 2009, TLN No. 5068, ps. 1 ayat (3) dijelaskan bahwa Lahan Pertanian Pangan
Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan
secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pa-

ngan nasional.
32 Ibid., ps. 44 ayat (1).
3 Ibid., ps. 44 ayat (2).
3 Ibid., penjelasan ps. 44 ayat (2).
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pertanian ini ada dalam pembangunan
PLTU Batang. PLTU yang sedang diba-
ngun di Desa Karanggeneng, Kabupaten
Batang, Provinsi Jawa Tengah ini, nya-
tanya dibangun di atas lahan pertanian
dan memakan lahan sekitar 226 hektare

sawah produktif.*

4. Risiko terhadap Kesehatan Ma-
nusia

Terkait dengan poin ini, risiko terha-
dap kesehatan dan keselamatan manusia
sebenarnya dapat diprediksi dari target
bauran energi, yang kemudian diterje-
mahkan dalam bauran listrik. Misalnya
ketika KEN dan RUEN telah menetap-
kan penggunaan batubara minimal 30%
pada 2025, hal ini menyebabkan dalam
RUPTL 2019-2028 pengembangan pem-
bangkit listrik bertumpu kepada batu-
bara, yakni dengan persentase sebesar
56,4% atau sebesar 27.063 MW .3¢

Global Subsidies Initiative (2018),
mengutip Koplitz et al. (2017), mengung-
kapkan bahwa diperkirakan 7.480 kema-
tian tambahan per tahun di Indonesia
akibat pembakaran batubara.”” Tidak
hanya itu, laporan ini juga menyatakan
bahwa risiko permasalahan kesehatan

masyarakat dapat meningkat seiring de-

ngan rencana Pemerintah untuk mening-
katkan secara signifikan jumlah PLTU
pada beberapa tahun ke depan. Adapun
penyakit utama yang terjadi adalah stro-

ke dan penyakit jantung iskemik.*

III. Penerapan Pertimbangan Ling-
kungan Hidup dalam Perenca-
naan Ketenagalistrikan

A. Pertimbangan Lingkungan Hi-
dup dalam Perencanaan Ketena-
galistrikan

Dari pemaparan sebelumnya dapat
diambil kesimpulan perencanaan kete-
nagalistrikan memiliki dampak dan ri-
siko sosial dan lingkungan yang besar.
Umumnya, dampak tersebut ditimbul-
kan karena dua hal: a) Adanya pene-
tapan bauran energi yang mengarahkan
penggunaan batubara secara masif seba-
gaimana ditetapkan pada KEN maupun
Rencana Umum Energi; serta b) Adanya
pemilihan lokasi pembangunan pem-
bangkit listrik yang muncul dalam RUP-
TL yang tidak mempertimbangkan per-
lindungan lingkungan hidup sebelum-
nya. Berkaitan dengan poin (b), secara
umum, memang lokasi pembangkit yang
tercantum dalam RUPTL masih merupa-

kan indikasi lokasi yang masih dapat ber-

% Indra Nugraha, “Inilah ancaman alih fungsi lahan pertanian di Jateng dan Yogyakarta” https://
www.mongabay.co.id/2014/09/27/inilah-ancaman-alih-fungsi-lahan-pertanian-di-jateng-dan-yogya-

karta/m diakses pada 5 Januari 2020.

% Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (c), Op.Cit., hlm. V-34.
% International Institute for Sustainable Development dan Global Subsidies Initiative, Biaya Kesehat-
an dari Batubara di Indonesia: Laporan GS, (Canada: 2018), hal. 6.

% Ibid., hal. 7.
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ubah sesuai dengan perkembangan da-
lam penyiapan proyek di lapangan dan
disesuaikan dengan kebutuhan sistem.?
Utamanya, pertimbangan dalam pemi-
lihan lokasi pembangkit saat ini dilaku-
kan dengan mempertimbangkan keter-
sediaan sumber energi primer setempat
atau kemudahan pasokan energi primer,
kedekatan dengan pusat beban, prinsip
regional balance, serta topologi jaringan
transmisi yang dikehendaki. Di samping
itu, kendala pada sistem transmisi, dan
kendala-kendala teknis, lingkungan dan
sosial.* Sayangnya, tidak ada panduan
yang jelas terkait sejauh mana kendala
lingkungan dan sosial ini benar-benar
dipertimbangkan dalam proses penyu-
sunan RUPTL.

Lebih lanjut, adanya indikasi loka-
si dalam RUPTL tersebut merupakan
panduan bagi pengembang untuk me-
lakukan identifikasi lanjutan terkait ke-
mungkinan lokasi untuk membangun
pembangkit listrik tersebut. Adapun lo-
kasi pengembangan pembangkit listrik

tersebut baru akan dipastikan setelah

pengembang mendapatkan izin lokasi
dan izin lingkungan. Ada kemungkin-
an, lokasi pengembangan pembangkit
tersebut berbeda dari yang ditetapkan
dalam RUPTL, namun dapat juga sama.
Dengan kata lain, lokasi pembangkit lis-
trik baru akan dipastikan dalam proses

perizinan.

Dari hal ini, dapat terlihat bahwa
selama ini dalam pengembangan pem-
bangkit listrik, segala dampak terkait
dengan lingkungan hidup, baru diper-
timbangkan dalam proses perizinan. Ar-
tinya, instrumen yang dipergunakan un-
tuk memperkirakan dampak dan risiko
lingkungan hidup dalam pengembang-
an infrastruktur ketenagalistrikan hing-
ga saat ini adalah praktis hanya Amdal
dan UKL/UPL yang merupakan instru-
men pengendalian pencemaran dan ke-
rusakan lingkungan hidup pada tataran
usaha atau kegiatan.* Sayangnya, usaha
atau kegiatan ini sebenarnya berada da-
lam tahap hilir dari proses pembangun-
an. Seharusnya, pertimbangan lingkung-

an hidup sudah mulai dilakukan terha-

¥ Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (c), Op.Cit., hal. 1I-4.

40 Ibid.

1 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (a), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehu-
tanan tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dam-
pak Lingkungan Hidup Permen LHK No. P.38/MENLHK/SETJEN/KUM.1/7/2019. Dalam peraturan
ini dijelaskan bahwa pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang wajib Amdal adalah: a) PLTD,
PLTG, PLTGU, PLTDG, PLTMG, PLTMG, PLTMGU, Marine Vessel Power Plant dan termasuk pembang-
kit hybrid EB dengan kapasitas diatas 100 MW; b) PLTA dengan tinggi bendungan diatas 15 meter, luas
genangan lebih dari 200 hektare atau kapasitas daya lebih dari 50 MW dan daya tampung waduk lebih
dari 500.000 m3; ¢) pembangunan PLTA dengan aliran langsung diatas 50 MW; d) Pembangunan PLTB
dan PLTS diatas 50 MW; e) Panas Bumi Tahap Eksploitasi; f) Pembangunan PLTBn diatas 100 MW; g)
Pembangunan PLTSa dengan proses thermal diatas 50 ton per hari; h) pembangunan jaringan transmisi
dengan panjang lebih dari 40 km. Diluar itu, digunakan UKL/UPL
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dap kebijakan yang lebih makro, yakni
perencanaan pembangunan. Beberapa
instrumen yang dapat digunakan meli-
puti KLHS, tata ruang, instrumen eko-
nomi untuk perencanaan pembangunan
dan kegiatan ekonomi, peraturan perun-
dang-undangan berbasis lingkungan hi-
dup dan anggaran berbasis lingkungan
hidup.®

Di antara instrumen pengendalian
lingkungan hidup untuk tahap peren-
canaan pembangunan tersebut, KLHS
merupakan instrumen yang dapat digu-
nakan untuk mengkaji lebih cermat dan
komprehensif terkait perkiraan dampak
dan risiko lingkungan hidup dari suatu

pembangunan.®

Secara normatif, KLHS didefinisikan
sebagai:

“Rangkaian analisis yang sistematis,
menyeluruh, dan partisipatif untuk
memastikan bahwa prinsip Pemba-
ngunan Berkelanjutan telah menjadi
dasar dan terintegrasi dalam pem-
bangunan suatu wilayah dan/atau
Kebijakan, Rencana, dan/atau Pro-
gram”.*

Melihat definisi ini, maka setidak-

nya KLHS secara substansi mengandung

empat komponen, yakni: a) Diselengga-
rakan pada tahap awal perumusan kebi-
jakan, rencana, dan program; b) Menela-
ah dampak lingkungan dari kebijakan,
rencana dan program; c) Mempertim-
bangkan aspek sosial dan ekonomi; dan
d) Mempertimbangkan aspek keberlan-
jutan.*

Lebih jauh, Alshuwaikhat (2005) me-
nyatakan bahwa terdapat beberapa limi-
tasi yang dimiliki oleh Amdal, sehingga
perlu penerapan KLHS untuk menjawab
keterbatasan tersebut. Beberapa yang
penting diantaranya meliputi: a) bah-
wa Amdal cenderung disusun sebagai
reaksi terhadap rencana pembangunan
dan tidak dapat mengantisipasi pemba-
ngunan tersebut. Oleh karena itu, Amdal
tidak dapat digunakan untuk mengen-
dalikan pembangunan yang berada di
daerah yang sensitif terhadap pemba-
ngunan yang masif; b) bahwa Amdal ti-
dak dapat mendeteksi dampak kumula-
tif dari rencana pembangunan beberapa
proyek; c) bahwa beberapa usaha skala
kecil mungkin membahayakan dan dam-
pak aktivitas tersebut signifikan, namun
hal ini tidak dapat dikaji dalam Amdal;
d) penyusunan Amdal seringkali dalam

waktu yang sangat cepat karena adanya

#2 Raynaldo Sembiring, et.al., Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, (ICEL: Jakarta, 2012), hlm. 104.

# Indonesia (e), Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup
Strategis, PP No. 46 Tahun 2016, LN No. 228 Tahun 2016, TLN No. 5941, ps. 9 ayat (2)

#Ibid., ps. 1 angka 1.

# Kementerian Lingkungan Hidup, Tanya Jawab Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), (Jakarta:

KLH, 2007), hlm. 2.
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keterbatasan pendanaan dan waktu da-
lam perencanaan pengembangan pro-

yek.#

B. Peluang Penerapan KLHS da-
lam Perencanaan Ketenagalistri-
kan di Indonesia

Secara historis, KLHS digunakan se-
bagai respons karena dalam implemen-
tasinya Amdal dianggap kurang efektif,
dan terlampau terlambat dalam mengen-
dalikan pencemaran dan perusakan ling-
kungan hidup.” Untuk itu, KLHS hadir
agar pertimbangan terkait lingkungan
hidup dipertimbangkan lebih awal se-

1. Mengkaji pengaruh Kebijakan, Ren-
cana, dan Program terhadap kondisi
lingkungan hidup di suatu wilayah;

2. Merumuskan alternatif penyempur-
naan Kebijakan, Rencana, dan Pro-

gram; serta

3. Merekomendasikan perbaikan untuk
pengambilan keputusan Kebijakan,
Rencana, dan Program yang mengin-
tegrasikan prinsip pembangunan

berkelanjutan.

Lebih jauh di Indonesia, KLHS wajib
dilaksanakan ke dalam penyusunan atau

evaluasi:*

belum perencanaan proyek, yakni da- 1 Rencana tata ruang wilayah beserta

lam tahap proses penyusunan kebijakan, rencana rincinya, RPJP Nasional,
RPJP daerah, RPJM nasional, dan

RPJM daerah®; dan

rencana, dan program. Pada akhirnya,
para penyusun peraturan perundang-
-undangan melihat KLHS sebagai sebu-  ,

Kebijakan, Rencana, dan/atau Pro-

ah dokumen strategis yang diarahkan gram yang berpotensi menimbulkan

untuk dapat:*®

% Habib M. Alshuwaikhat, Strategic Environmental Assessment can Help Solve Environmental Impact
Assessment Failures in Developing Countries, Environmental Impact Assessment Review, 2005 307-317

¥ Chay Asdak, Kajian Lingkungan Hidup Strategis: Jalan Menuju Pembangunan Berkelanjutan, (Yogya-
karta: Gadjah Mada University Press, 2012), hal. 11.

* Indonesia (f), Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 32
Tahun 2009, LN No. 140 Tahun 2009, TLN No. 5059, ps. 15 ayat (3)

¥ Ibid., ps. 2.

% Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (b), Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutan-
an tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggraan Kajian
Lingkungan Hidup Strategis, Permen LHK No. P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017, ps. 3 ayat (2),
jo. Ps. 4, Adapun Kebijakan, Rencana, dan/atau Program ini meliputi: a) Rencana Tata Ruang; b) Ren-
cana Tata Ruang Pulau/Kepulauan (khusus untuk tingkat Nasional); c) Rencana Tata Ruang Kawasan
Strategis; d) Rencana Tata Ruang Laut (Khusus untuk tingkat Nasional); e) Rencana Strategis Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau kecil beserta rencana rincinya; f) Rencana Zonasi Kawasan Strategis untuk
Pulau-Pulau Kecil Terluar; g) Rencana Pengelolaan dan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan (khusus
untuk tingkat nasional); h) Rencana Pembangunan Pertumbuhan Ekonomi; i) Rencana Pembangunan
Jangka Panjang; j) Rencana Pembangunan Jangka Menengah; k) Rencana Perubahan Peruntukan dan
Fungsi Kawasan Hutan (Khusus untuk tingkat provinsi); serta j) Kebijakan, rencana, dan/atau program
yang berpotensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup lainnya
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dampak dan/atau risiko lingkungan

hidup.

Berkaitan dengan poin 2 tersebut,
Kebijakan, Rencana, dan Program yang
berpotensi menimbulkan dampak dan/
atau risiko lingkungan hidup tersebut
dijelaskan lebih jauh, yakni meliputi ke-
bijakan, rencana, dan/atau program pe-
manfaatan ruang dan/atau lahan yang
ada di daratan, perairan, dan udara yang
berpotensi menimbulkan dampak dan/
atau risiko lingkungan hidup.”!

Apabila melihat dari objek penye-
lenggaraan KLHS tersebut, pada dasar-
nya dapat disimpulkan bahwa perenca-
naan ketenagalistrikan termasuk pada
kebijakan, rencana, dan/atau program
yang berpotensi menimbulkan dampak
dan/atau risiko lingkungan hidup. Oleh
karena itu, perencanaan ketenagalistri-
kan merupakan perencanaan yang dapat
diajukan untuk dilakukan KLHS sebe-
lumnya. Perlu dipahami bahwa pera-
turan perundang-undangan Indonesia
membuka peluang bagi masyarakat un-
tuk mengajukan permohonan suatu pe-
rencanaan untuk dapat dilakukan KLHS
apabila sebelumnya terhadap peren-

canaan tersebut tidak diwajibkan atas

KLHS.” Untuk itu, sekalipun saat ini
KLHS belum diterapkan dalam perenca-
naan ketenagalistrikan, namun masyara-
kat dapat mengajukan agar KLHS dapat
diterapkan dalam perencanaan ketena-

galistrikan.

Penerapan KLHS ini sendiri sebe-
narnya dapat menjadi peluang untuk
memperbaiki kualitas perencanaan ke-
tenagalistrikan di Indonesia agar lebih
mengintegrasikan isu pengelolaan dan
perlindungan lingkungan hidup. Hal
ini dikarenakan KLHS di desain untuk
menjawab beberapa permasalahan, yak-
ni: a) Kapasitas daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup untuk pem-
bangunan, b) Perkiraan mengenai dam-
pak dan risiko lingkungan hidup dari
suatu kebijakan, rencana, dan program;
c) Kinerja layanan atau jasa ekosistem;
d) Efisiensi pemanfaatan sumber daya
alam; e) Tingkat kerentanan dan kapasi-
tas adaptasi terhadap perubahan iklim;
serta f) Tingkat ketahanan dan potensi
keanekaragaman hayati.*® Perbedaan isu
pada masing-masing KLHS tentu akan
mempengaruhi prioritas dan bobot ma-
sing-masing kajian. Khusus untuk sektor

ketenagalistrikan, adanya KLHS dapat

! Indonesia (d), Op.Cit., ps. 3 ayat (2). Adapun faktor suatu kegiatan disebut memiliki dampak
terhadap lingkungan hidup meliputi: yang meliputi adanya dampak terhadap: a) Perubahan iklim;
b) kerusakan, kemerosotan, dan/atau kepunahan keanekaragaman hayati; c) peningkatan intensitas
dan cakupan wilayah bencana banjir, longsor, kekeringan, dan/atau kebakaran hutan dan lahan; d)
penurunan mutu dan kelimpahan sumber daya alam; e) peningkatan alih fungsi Kawasan hutan dan/
atau lahan; f) peningkatan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan se-
kelompok masyarakat; dan/atau g) peningkatan risiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia.

%2 Ibid.

 Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (b), Op.Cit., lampiran IV.
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lebih fokus digunakan untuk mengiden-
tifikasi:

a.

Kapasitas daya dukung dan daya
tampung lingkungan hidup untuk
pembangunan. Dalam hal ini, fokus
kajian adalah untuk mengukur ke-
mampuan suatu ekosistem untuk
mendukung pengembangan proyek
dan ambang batas kemampuannya
berdasarkan kondisi yang ada.** Kaji-
an ini pada dasarnya dapat dijadikan
sebagai landasan untuk mengkaji se-
jauh mana beban pencemaran yang
akan dihasilkan dari pengembangan
pembangkit listrik dan apakah media
lingkungan kita (air, tanah, dan uda-
ra) dapat tetap bertahan sesuai de-
ngan fungsinya ketika beban pence-
maran tersebut semakin bertambah.
Dalam tahap ini, KLHS dapat meng-
hasilkan rekomendasi mengenai ba-
uran energi terbaik yang seharusnya
dikembangkan di Indonesia, sesuai
dengan kapasitas daya dukung dan
daya tampung lingkungan untuk me-

nerima beban pembangunan.

Perkiraan mengenai dampak dan ri-
siko lingkungan hidup. Dalam hal
ini, kajian yang dihasilkan merupa-
kan besaran risiko perubahan ling-
kungan hidup dan kelompok masya-
rakat akibat dari suatu perencanaan

tersebut. Apabila diaplikasikan da-

172

% Ibid., hlm. 48.
% Ibid.

lam perencanaan ketenagalistrikan,
KLHS sebenarnya dapat dijadikan
instrumen untuk memberikan reko-
mendasi mengenai bauran energi
terbaik yang seharusnya dikembang-
kan agar tidak memperparah laju ke-
rusakan dan pencemaran lingkung-
an. Selain itu, KLHS juga dapat
memberikan rekomendasi indikasi
lokasi terbaik untuk mengembang-
kan pembangkit listrik tersebut. Di
tahap ini, indikasi lokasi terbaik yang
dapat direkomendasikan tidak ha-
nya melihat dari potensi sumber
daya energi dan kebutuhan energi
pada daerah tersebut, namun juga
indikasi lokasi dengan risiko ling-
kungan hidup yang lebih minim.

Tingkat Ketahanan dan Potensi Ke-
anekaragaman Hayati. Dalam tahap
ini, KLHS dapat digunakan untuk
mengkaji tingkat keragaman hayati
dan keseimbangannya, keberlanjut-
an populasi jenis tumbuhan dan sat-
wa, keberlanjutan sumber daya ge-
netik dari adanya kebijakan dan
rencana tersebut.” Tidak hanya itu,
KLHS juga dapat mengkaji potensi
jasa ekosistem yang dimiliki dalam
konteks daya dukung dan daya tam-
pung lingkungan. Oleh karena itu,
KLHS dapat memberikan rekomen-

dasi terkait indikasi lokasi terbaik
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untuk mengembangkan pembangkit  tuk partisipasi masyarakat dalam peren-

listrik. Indikasi lokasi yang akan di-  canaan ketenagalistrikan ini.*

hasilkan merupakan lokasi yang te- C. Contoh Penerapan KLHS untuk

Perencanaan Ketenagalistrikan
di Negara Lain

lah melihat potensi jasa lingkungan
yang ada (misalnya air, panas bumi,
dan sebagainya) dan melihat keseim-

Vietnam merupakan salah satu con-

bangannya dengan keberlanjutan ke- toh negara yang menerapkan KLHS da-

anekaragaman hayati.

Pada akhirnya, KLHS dapat diguna-

kan untuk mencegah adanya kesalahan

lam perencanaan ketenagalistrikannya.
Sama seperti Indonesia, The Law on En-

vironment Protection (LEP) di Vietnam

dalam investasi proyek pembangkit lis-

memandatkan wajibnya penyusunan

trik dengan memberikan rekomendasi 1 g untuk perencanaan pembangun-

kepada para pengambil keputusan terka- . 4.4 tata ruang di Vietnam.¥ KLHS

it kemungkinan adanya penurunan kua-  gj5rahkan untuk dijadikan sebagai do-

litas lingkungan hidup dari tahap awal . o o0 dalam menyusun peren-

proses pengambilan keputusan proyek. canaan tersebut baik di level strategi,

Selain itu, KLHS juga dapat digunakan perencanaan jangka panjang, maupun

sebagai alat untuk mencegah konflik an- perencanaan jangka pendek. Adapun

tara pemanfaatan sumber daya energi
dan perlindungan lingkungan hidup. Di
sisi lain, KLHS juga dapat dijadikan se-
bagai instrumen yang dapat membuka
peluang atas partisipasi publik dalam

penyusunan kebijakan yang lebih me-

pengimplementasian KLHS ini wajib
untuk dilaporkan dan diintegrasikan da-
lam penyusunan dokumen perencanaan

jangka pendek.>®

Sejak 2005, Vietnam telah menerap-
kan kewajiban memberlakukan KLHS

madai, ditengah terbatasnya ruang un-

% Lihat Grita Anindarini dan Margaretha Quina, Partisipasi Publik Dalam Perencanaan Ketenagalis-
trikan, (ICEL: Jakarta, 2019), hlm. 3. Selain itu dalam PP No. 46 Tahun 2016, ps. 32 dijelaskan bahwa
masyarakat memiliki hak untuk terlibat dalam proses penyusunan KLHS dengan cara: a) pemberi-
an pendapat, saran, dan usul; b) pendampingan tenaga ahli; ¢) bantuan teknis; dan d) penyampaian
informasi dan/atau pelaporan. Selain itu, efektivitas pelibatan masyarakat dalam penyusunan KLHS
juga merupakan salah satu faktor yang perlu untuk dipastikan dalam tahap pemantauan dan evaluasi
penyusunan KLHS.

 Jiri Dusik dan Jian Xie, Strategic Environmental Assessment in East and Southeast Asia: a Progress
Review and Comparison of Country Systems and Cases, (World Bank: Washington DC, 2009), hlm. 26. Ada-
pun perencanaan yang diwajibkan untuk disusun berdasarkan KLHS adalah: a) National socio-economic
development strategies; b) strategies and plans for development of sectors on a national scale; c) Socio-economic
development strategies and plans of provinces or regions; d) plans for land use, forest protection and development;
e) exploitation and utilization plans of other natural resources in inter-provincial or inter-regional areas; f) plans
for development of key economic regions; and g) planning documents for inter-provincial river watersheds.

% Ibid.
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untuk perencanaan ketenagalistrikan di
negaranya. Secara umum, permasalahan
dalam perencanaan ketenagalistrikan se-
rupa dengan yang ada di Indonesia. Ti-
dak adanya pengkajian terkait isu sosial
dan lingkungan dari tahap perencanaan
kebijakan ketenagalistrikan membuat
perencanaan ketenagalistrikan di Viet-
nam terlalu bertumpu pada batubara.
Selain itu, terkait dengan proyeksi per-
mintaan terhadap energi juga terlampau
tinggi, sehingga dikhawatirkan adanya
pembangunan pembangkit listrik yang
akan menjadi stranded asset.”® Oleh kare-
na itu, KLHS tidak hanya dipergunakan
untuk mengkaji dampak sosial dan ling-
kungan, namun juga menguantifikasi

keekonomian dari perencanaan tersebut.

Untuk sektor ketenagalistrikan, pada
awalnya KLHS untuk Power Development
Plan (PDP) di Vietnam dipergunakan
untuk mengkaji dampak pengembang-
an PLTA dalam PDP 2006-2015. Namun
saat ini, KLHS sudah dipergunakan da-
lam tahap penyusunan PDP 2011 - 2020
dengan lingkup KLHS yang lebih luas,
yakni untuk seluruh rencana. Tidak ha-
nya itu, pada 2014, KLHS juga dipergu-
nakan untuk merevisi PDP 2011-2020.

Secara umum, KLHS tersebut mereko-

mendasikan bahwa apabila PDP 2011-

2020 tetap bertumpu pada batubara,

maka beberapa risiko yang akan ditang-

gung meliputi:®

a) Pemilihan energi primer untuk pem-
bangkit listrik yang direncanakan di
PDP tersebut, nyatanya akan me-
ningkatkan emisi CO2 dengan valu-
asi $1,2 miliar pada 2011 dan akan
meningkat menjadi lebih dari $9 mi-
liar pada 2030

b) Sulfur dioksida akan meningkat de-
ngan valuasi $94 juta pada 2011 men-
jadi $728 juta pada 2030

c) Terkait dengan kesehatan, adanya
Particulate matter dan Nitrous Oxide
akan meningkat dengan valuasi $330
juta pada 2011 menjadi $1,35 miliar
pada 2030.

Berdasarkan rekomendasi tersebut,
maka Pemerintah Vietham pun merevisi
PDP 2011-2020, utamanya dengan me-
ngurangi perencanaan pengembangan
PLTU Batubara dan menambah perenca-
naan pengembangan pembangkit listrik
energi terbarukan secara masif. Berikut

adalah ilustrasinya:®

% Asian Development Bank, Strategic Environmental Assessments for Power Sector Planning in the Gre-

ater Mekong Subregion, (Thailand: 2018), hlm 5.
50 Ibid.
St Ibid.
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Keterangan PDP 2011-2020 ReisEE BSOS

2020

Kapasitas pembangkit pada 2030 | 137.388 MW 129.508 MW

Kapasitas PLTU Batubara 77.160 MW 55.252 MW

Gas dan minyak bumi 17.465 MW 19.078 MW

Kapasitas PLTA dan Pumped Storage | 21.125 MW 21.871 MW

Kapasitas pembangkit listrik energi | 4.829 MW 27.199 MW

terbarukan lainnya (termasuk PLT

Mini dan Mikro Hidro)

Kapasitas pembangkit listrik tenaga | 10.700 MW 4.600 MW

nuklir

Tabel 1. Perbandingan PDP 2011-2020 dan Revisi PDP 2011-2020 pasca
KLHS di Vietnam

Selain Vietnam, Taiwan adalah sa-
lah satu negara yang menerapkan KLHS
dalam perencanaan ketenagalistrikan
mereka. Sama seperti Indonesia dan Vi-
etnam, Taiwan mewajibkan penerapan
KLHS untuk pengambilan keputusan di
level Kebijakan, Rencana, dan Program
yang memiliki dampak penting terha-
dap lingkungan.®> Menariknya, dampak
penting lingkungan yang perlu dikaji da-
lam menyusun KLHS tidak hanya dam-
pak penting secara lokal maupun nasi-
onal, namun juga perlu memperhatikan
dampak penting pembangunan tersebut
secara global. Oleh karena itu, KLHS
dilihat sebagai dokumen yang sangat
strategis. Selain itu, Pemerintah Taiwan

juga menerbitkan panduan tentang kom-

ponen apa saja yang perlu dikaji dalam
KLHS secara detail.®® Hal ini memberi-
kan kemudahan bagi penyusun KLHS,
karena mereka memiliki standard yang
dapat diacu.

Untuk perencanaan ketenagalistri-
kan, Taiwan menerapkan KLHS dengan
cara yang berbeda. Ketika Vietnam me-
nerapkan KLHS untuk dokumen peren-
canaan ketenagalistrikan mereka secara
umum, Taiwan menerapkan KLHS khu-
sus untuk pengembangan Pembangkit
Listrik Tenaga Bayu (PLTB) lepas pantai
(offshore wind). KLHS ini dilakukan kare-
na secara kebijakan, Pemerintah Taiwan
telah menetapkan untuk mengurangi ke-
tergantungannya terhadap batubara dan

menetapkan untuk mengoptimalkan

62 Ming-Lone Liou dan Yue-Hwa Yu, “Development and Implementation of Strategic Environmen-
tal Assessment in Taiwan” Environmental Impact Assessment Review, (2004), 337-350.

8 Ibid., 340. Bahwa komponen tersebut meliputi: a) Environmental carrying capacity; b) Effect on natu-
ral ecosystems; c) Public health and safety; d) Utilization of natural resources; e) Water resource systems and uses;
e) Cultural assets and harmony of natural landscape; f) International environmental treaties.
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pengembangan PLTB sebagai alternatif
energi.® Dalam tahap ini, KLHS yang
dilakukan oleh Pemerintah Taiwan lebih
terfokuskan untuk mengkaji dampak so-
sial dan lingkungan dari pengembangan
PLTB lepas pantai tersebut dan bertuju-
an untuk mencari lokasi yang tepat un-
tuk mengembangkan PLTB tersebut.

Dalam prosesnya, Taiwan mengu-
ji 36 lokasi yang diindikasikan memi-
liki potensi untuk dikembangkan PLTB
tersebut. Beberapa fokus yang menjadi
pertimbangan adalah dampak pemba-
ngunan PLTB lepas pantai terhadap hi-
dupan liar, misalnya seperti dampaknya
terhadap lumba-lumba putih Cina. Sela-
in itu KLHS ini juga mengkaji dampak
pengembangan PLTB terhadap kegiatan
perikanan. Berdasarkan hasil KLHS ter-
sebut, rekomendasi yang diberikan ada-
lah lokasi untuk mengembangkan PLTB
lepas pantai harus berada 500 meter dari
habitat lumba-lumba putih Cina dengan
taraf kebisingan dibawah 180 desibel.®
Selain itu, konstruksi harus dihentikan
sementara ketika ada lumba-lumba yang
sedang mendekat. Lebih khusus, pemba-
ngunan PLTB juga tidak diperbolehkan
dekat dengan Kawasan mangrove dan

area sensitif lainnya.®

IV. Tantangan Memulai Penerapan
KLHS dalam Perencanaan Kete-
nagalistrikan di Indonesia

Apabila merefleksikan pemaparan
sebelumnya, maka sebenarnya terbuka
kemungkinan untuk KLHS dapat diinte-
grasikan untuk perencanaan ketenagalis-
trikan. Namun, menurut Penulis, terda-
pat beberapa tantangan yang mungkin
dihadapi ketika ide untuk mengintegra-
sikan KLHS dalam perencanaan ketena-
galistrikan ini di realisasikan, diantara-
nya:

A. Pemilihan Bentuk KLHS Peren-

canaan Ketenagalistrikan yang
Efektif

Saat ini, beberapa KLHS perencana-
an pembangunan dan perencanaan tata
ruang telah mengakomodir isu terkait
dengan energi dan ketenagalistrikan.
Namun sayangnya, jangkauan pemba-
hasan dari KLHS tersebut masih terlam-
pau umum dan belum menjawab perma-
salahan-permasalahan yang ada dalam
perencanaan ketenagalistrikan sebagai-
mana telah dijelaskan sebelumnya. Ber-
ikut adalah contoh ruang lingkup pem-
bahasan energi dan ketenagalistrikan
dalam beberapa KLHS:

¢ Stephen Vagus, “Taiwan approves strategic environmental assessment for offshore wind energy
system” http://www.hydrogenfuelnews.com/taiwan-approves-strategic-environmental-assessment-
-offshore-wind-energy-systems/ 8529583/, diunduh pada 7 Januari 2020.

5 “EPA approves SEA on Offshore Wind Enerqy Development” http:/ /www .taipeitimes.com/News/
taiwan/archives/2016/07/14/2003651002, diunduh pada 7 Januari 2020

5 Ibid.
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Provinsi
Jawa Tengah®”

Ketenagalistrikan di Indonesia

KLHS RTRW
Membahas bahwa kebutuhan energi
dan mineral untuk pembangunan be-
lum diikuti oleh pemanfaatan potensi
energi terbarukan yang berkelanjutan.
Serta masyarakat rentan terhadap dam-
pak perubahan iklim dan emisi gas ru-
mah kaca akibat konsumsi energi dari
bahan bakar fosil. Sayangnya KLHS
ini tidak mengkaji secara komprehen-
sif dampak-dampak lingkungan yang
mungkin terjadi akibat pengembangan
pembangkit listrik di Jawa Tengah serta
tidak melihat potensi energi apa yang
paling baik dikembangkan dan sesuai
dengan kondisi daerahnya.

KLHS RPJMD
Membahas mengenai be-
lum optimalnya peman-
faatan energi terbarukan
dan rendahnya rasio elek-
trifikasi menjadi prioritas.
Panas Bumi menjadi salah
satu pilihan pengembang-
an, namun tidak dijelas-
kan dengan komprehensif
bagaimana risiko dari pi-
lihan energi tersebut.

Kalimantan
Tengah®®

Kalimantan
Timur®

Menyatakan belum berkembangnya
energi terbarukan sebagai isu prioritas.
Namun tidak menjelaskan lebih jauh
bagaimana dampak pertambangan ba-
tubara dan pengembangan PLTU Batu-
bara yang secara masif dilakukan di pro-
vinsi ini serta tidak menjelaskan energi
terbarukan apa yang sesuai untuk di-
kembangkan di Kalimantan Timur.

Memprioritaskan pe-
ngembangan energi terba-
rukan sebagai bagian dari
visi mencapai pertum-
buhan ekonomi hijau. Sa-
yangnya tidak dijelaskan
rekomendasi energi terba-
rukan yang dapat dijadi-
kan prioritas

Tabel 2. Perbandingan Pembahasan Mengenai Isu Ketenagalistrikan
dalam KLHS RTRW dan KLHS RPJMD di Beberapa Provinsi

7 Untuk KLHS RTRW mengacu pada KLHS RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 - 2029, un-
tuk KLHS RPJMD mengacu pada KLHS RPJMD 2013-2018

8 KLHS mengacu pada KLHS RPJMD Kalimantan Tengah 2016-2021.

% KLHS mengacu pada KLHS RTRW Provinsi Kalimantan Timur 2016-2036.
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Melihat hal ini, maka sebenarnya
KLHS untuk perencanaan ketenagalistri-
kan dapat dijadikan sebagai KLHS sen-
diri di luar KLHS yang ada saat ini untuk
dapat mengkaji secara lebih komprehen-
sif terkait dampak lingkungan dari pe-
ngembangan proyek ketenagalistrikan.
Perlu untuk dikaji lebih lanjut opsi ben-
tuk KLHS yang paling efektif untuk da-
pat menjawab permasalahan yang telah
disampaikan sebelumnya. Beberapa opsi

yang mungkin digunakan meliputi:

1. Melihat perencanaan ketenagalistri-
kan terdiri dari beberapa dokumen
perencanaan, maka KLHS dapat di-
lakukan dalam tahap penyusunan
kebijakan sektoral. Dalam hal ini,
KLHS dapat digunakan sebagai do-
kumen yang melandasi penyusunan
KEN, Rencana Umum Energi, Renca-
na Umum Ketenagalistrikan, serta
RUPTL secara menyeluruh. Melalui
opsi ini, KLHS dapat menjadi instru-
men untuk memberikan rekomenda-
si bauran energi yang paling baik un-
tuk dikembangkan di
untuk ditetapkan dalam KEN, baur-

an dan pilihan energi yang paling

Indonesia

baik untuk dikembangkan di ma-
sing-masing daerah untuk ditetap-
kan dalam Rencana Umum Energi
dan Rencana Umum Ketenagalistri-
kan, serta arahan lokasi yang paling
baik sebagai acuan dalam penyusun-
an RUPTL.
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2. Opsi lainnya adalah KLHS dilaku-
kan dalam tataran program pengem-
bangan infrastruktur ketenagalistri-

ketika

Pemerintah telah menyatakan di da-

lam RPJMN telah menetapkan bah-

wa yang menjadi fokus pengem-

kan.  Sebagai  contoh,

bangan energi baru terbarukan
hingga 2024 adalah PLTA Pumped
Storage, maka KLHS dapat diaplika-
sikan untuk fokus mencari lokasi ter-
baik dalam pengembangan potensi
Pumped Storage dan melihat dampak
sosial dan lingkungannya secara
komprehensif. Adanya KLHS ini da-
pat digunakan sebagai acuan RUPTL
untuk merencanakan lokasi terbaik
tersebut.

Adanya opsi-opsi ini tentunya perlu
untuk dikaji lebih lanjut, utamanya bagi
para pengambil kebijakan seperti Ke-
menterian Energi dan Sumber Daya Mi-
neral, Kementerian Lingkungan Hidup
dan Kehutanan, maupun Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/
Bappenas. Koordinasi antara Kemente-
rian ini menjadi penting agar KLHS da-
pat digunakan sebagai sebuah dokumen
yang memperhitungkan dampak-dam-
pak penting pengembangan infrastruk-
tur ketenagalistrikan dengan lebih kom-

prehensif sejak awal.

Selain itu, dalam mengakomodir
KLHS untuk perencanaan ketenagalis-

trikan sebagai dokumen KLHS mandiri,
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penting untuk diperhatikan bagaimana
ketersediaan data awal perlu menjadi
perhatian. Baik itu informasi terkait eko-
logi, sosio-ekonomi, serta informasi de-
tail terkait tata ruang di suatu area.” Na-
mun sayangnya justru inventarisasi ini
belum tersedia dengan baik di Indonesia.
Sebagai contoh, seharusnya KLHS perlu
untuk berbasis daya dukung dan daya
tampung lingkungan, namun hingga saat
ini penyusunan daya dukung dan daya
tampung lingkungan-pun belum selesai.
Contoh lainnya adalah terkait dengan
kriteria baku kerusakan lingkungan yang
belum seluruhnya ditetapkan, misalnya
kriteria baku kerusakan tanah untuk pro-
duksi biomassa, kriteria baku kerusakan
gambut, ataupun kriteria baku kerusak-
an terumbu karang. Minimnya inventa-
risasi instrumen pencegahan ini dapat
mempengaruhi efektivitas dari pelaksa-
naan KLHS khusus untuk perencanaan

ketenagalistrikan ke depannya.

B. Integrasi KLHS Perencanaan
Ketenagalistrikan dengan Pe-
rencanaan Pembangunan dan
Perencanaan Tata Ruang

Seperti yang telah dijelaskan sebe-
lumnya, saat ini di Indonesia KLHS te-
lah diwajibkan untuk disusun untuk

perencanaan tata ruang dan perencana-

70 Alshuwaikhat, Op.Cit., 314.

an pembangunan, baik di tingkat nasio-
nal, provinsi, maupun kabupaten/kota.
Namun sayangnya, permasalahan yang
ada saat ini, integrasi antara satu peren-
canaan dengan perencanaan lainnya ti-
dak terlihat dengan jelas. Pada akhirnya,
KLHS hanya terlihat sebagai formalitas
untuk memenuhi kewajiban yang ada
dalam peraturan perundang-undangan.
Padahal seharusnya, KLHS dijadikan
sebagai instrumen yang integratif untuk
meningkatkan manfaat pembangunan
dan menjamin keberlanjutan rencana

dan implementasi pembangunan.”

Melihat hal ini, UNEP (2002) men-
coba untuk membedakan antara objektif
KLHS perencanaan tata ruang maupun
perencanaan tata ruang dengan perenca-
naan sektoral maupun program (terma-
suk di dalamnya untuk pengembangan
usaha ketenagalistrikan).”? Pada dasar-
nya, KLHS pada perencanaan pemba-
ngunan diarahkan untuk memberikan
penilaian terhadap risiko dan dampak
lingkungan secara kumulatif terhadap
pilihan rencana aktivitas pembangunan
dan memberikan rekomendasi aktivitas
pembangunan yang seharusnya dipri-
oritaskan dari adanya risiko dampak
tersebut.” Setelah pilihan prioritas pem-

bangunan ditentukan, disinilah peran

"t Kementerian Lingkungan Hidup, Op.Cit., hlm. 2.
72 United Nations Environment Programme, “EIA Training Resource Manual: Second Edition”, (UNEP:

2002), him. 505.

7 European Commission, “Strategic Environmental Assessment Guideline”, hlm. 25, https:/ /ec.e-
uropa.eu/environment/archives/eia/sea-guidelines/ pdf/handbook-full-text-part3.pdf, diakses pada

9 Januari 2020
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KLHS sektoral dibutuhkan. KLHS Sek-
toral dan KLHS program diarahkan un-
tuk memberikan pertimbangan terhadap
alternatif investasi dengan memberikan
pertimbangan yang lebih mendalam ter-
hadap dampak lingkungan dan sosial
terhadap rencana pengembangan sek-
tor tersebut dan mengidentifikasi lang-
kah yang perlu institusi terkait lakukan
untuk mengatasi hal tersebut.”* Dalam
tahap ini, KLHS sektoral dan KLHS pro-
gram akan membantu memberikan ke-
rangka terkait hal apa saja yang perlu
diperhatikan dalam penyusunan Amdal
proyek nantinya. Setelah itu, KLHS pe-
nataan ruang diarahkan untuk menja-
wab apakah secara keruangan wilayah,
rencana pembangunan dan sektoral ter-

sebut dapat diakomodir.
V. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diatas maka

terdapat dua kesimpulan Penulis, yaitu:

1. Bahwa saat ini pertimbangan ling-
kungan hidup dalam usaha ketena-
galistrikan terlampau terlambat un-
tuk dipertimbangkan, yakni saat
tahap penyusunan Amdal dalam pe-
ngembangan suatu proyek. Padahal,
permasalahan-permasalahan  yang
ada dalam pengembangan usaha ke-
tenagalistrikan utamanya dikarena-
kan isu lingkungan hidup tidak di-

pertimbangkan secara komprehensif

dalam penyusunan perencanaan ke-
tenagalistrikan. Untuk itu, mengop-
timalkan instrumen pencegahan
pencemaran dan kerusakan ling-
kungan hidup menjadi hal yang pen-
ting untuk dilakukan, salah satunya
dengan penerapan KLHS untuk pe-

rencanaan ketenagalistrikan.

Bahwa saat ini, KLHS untuk peren-
canaan ketenagalistrikan belum wa-
jib dilakukan. Hal ini dapat menjadi
peluang untuk mengintegrasikan
pertimbangan lingkungan hidup da-
lam perencanaan ketenagalistrikan,
bahkan mulai dari hulu perencana-
an. Peluang lainnya adalah mengi-
ngat perencanaan ketenagalistrikan
juga memiliki dampak terhadap pen-
cemaran dan/atau kerusakan ling-
kungan hidup, masyarakat memiliki
peluang untuk mengajukan permo-
honan untuk penerapan KLHS pada
perencanaan ini. Sekalipun begitu,
tantangan yang dihadapi adalah un-
tuk mengkaji lebih jauh bagaimana
bentuk KLHS yang paling efektif un-
tuk diaplikasikan pada usaha ketena-
galistrikan di Indonesia, baik KLHS
sektoral maupun KLHS program. Le-
bih jauh, perlu memperhatikan inte-
grasi antara KLHS lainnya yang saat
ini telah diwajibkan untuk perenca-
naan tata ruang maupun perencana-

an pembangunan.

7 United Nations Environment Programme, ibid., hlm. 506.
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